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Abstract

This study analyses nursing law in Indonesia based on Law No. 38 of 2014 on Nursing to define the duties,
responsibilities, and legal rights of nurses in the health care system. Through a normative juridical approach with
a literature review of primary and secondary legal materials, the study identified two main discussions: (1) the
definition and scope of nurses' duties, which include nursing care, delegation of authority, and civil, criminal, and
administrative responsibilities; and (2) preventive and repressive legal protection mechanisms throngh standard
operating procedures (SOPs), professional organisations, and legal assistance. The results show that althongh the
legal framework is comprebensive, implementation remains weak due to unclear delegation of anthority and low
legal literacy. Recommendations include strengthening derivative regulations, legal training, and non-punitive
investigation systems to enbance the professionalism and protection of nurses.

Keywords: nursing law, nursing duties, legal responsibility, legal protection, Nursing Law, nursing
malpractice, delegation of authority

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum keperawatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan untuk mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan
hak hukum perawat dalam sistem pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan yuridis normatif
dengan kajian pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian mengidentifikasi
dua pembahasan utama: (1) definisi dan batasan tugas perawat yang mencakup asuhan
keperawatan, pelimpahan wewenang, serta tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif;
serta (2) mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif melalui SOP, organisasi profesi,
dan pendampingan hukum. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah
komprehensif, implementasi masih lemah akibat ketidakjelasan pelimpahan wewenang dan
literasi yuridis rendah. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi turunan, pelatithan hukum,
dan sistem investigasi non-punitif untuk meningkatkan profesionalisme dan perlindungan
perawat.

Kata Kunci: hukum keperawatan, tugas perawat, tanggung jawab hukum, perlindungan hukum,

UU Keperawatan, malpraktik keperawatan, pelimpahan wewenang

Pendahuluan

Profesi perawat merupakan salah satu elemen vital dalam sistem pelayanan kesehatan
yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan kepada masyarakat. Dalam
praktiknya, perawat tidak hanya berperan melaksanakan instruksi medis dari dokter, tetapi juga
menjalankan mandat profesional sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kemandirian, tanggung
jawab, dan kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan (Brous, 2019). Kompleksitas
kondisi pasien, kemajuan teknologi kesehatan, dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi
menjadikan peran perawat jauh melampaui sekadar pelaksana teknis. Kondisi ini menimbulkan
kebutuhan untuk memberikan kejelasan batas peran dan tanggung jawab hukum agar praktik
keperawatan berjalan berdasarkan hukum, etika, dan profesionalisme (Fuady, 2005).
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Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan peningkatan perhatian
terthadap pentingnya regulasi yang mengatur profesi tenaga kesehatan secara proporsional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjadi tonggak
penting dalam pengakuan profesi perawat sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung
jawab hukum tersendiri. Undang-undang tersebut menegaskan hak, kewajiban, dan
perlindungan hukum bagi perawat (K. S. Scanlon, 2019). Namun dalam implementasinya, masih
terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan antara peran perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
Hal ini terlihat pada perbedaan penafsiran terkait tanggung jawab hukum perawat saat terjadi
dugaan malpraktik atau pelanggaran etik yang berimplikasi hukum.

Situasi ini menimbulkan tantangan serius dalam praktik keperawatan di berbagai institusi
kesehatan. Tidak jarang perawat menjadi pihak yang terdepan dalam pelayanan, tetapi juga
paling rentan terhadap risiko hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa perawat sering kali
berada dalam posisi lemah dalam menghadapi tuntutan hukum, baik karena ketidaktahuan
terthadap hak hukum maupun keterbatasan dukungan institusional. Di sisi lain, kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap batas kewenangan perawat turut memperbesar potensi
munculnya konflik hukum (Kangasniemi & Pakkanen, 2020). Maka, penguatan kejelasan hukum
tentang posisi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab perawat menjadi kebutuhan mendesak untuk
mencegah perlakuan hukum yang tidak adil.

Secara teoretis, hukum keperawatan merupakan subdisiplin dari hukum kesehatan yang
fokus pada aspek legal dari praktik keperawatan. Cakupannya meliputi definisi hukum profesi,
kewenangan praktik, tanggung jawab hukum akibat kelalaian, dan perlindungan hukum terhadap
tenaga keperawatan (Ibrahim, 2003). Di negara maju, hukum keperawatan telah berkembang
dengan sistem perlindungan dan pengawasan profesional yang matang. Sementara di Indonesia,
perumusan hukum keperawatan masih dalam tahap penyesuaian antara norma hukum, standar
etik profesi, serta tuntutan praktik di lapangan. Kesenjangan antara norma dan implementasi
itulah yang melatarbelakangi kebutuhan untuk meneliti kembali struktur hukum keperawatan
dalam konteks nasional (Asshiddigie, 2001).

Ketiadaan batas tegas antara tanggung jawab perawat dan tenaga medis lainnya dapat
menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum. Dalam praktik multidisipliner di
rumah sakit, perawat berinteraksi erat dengan dokter, apoteker, tenaga laboratorium, dan profesi
kesehatan lain. Tanpa kejelasan batas hukum, risiko pelimpahan kesalahan atau overlapping
tanggung jawab bisa memperbesar beban hukum terhadap perawat. Hal ini tidak hanya
merugikan tenaga perawat secara individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dalam
menjalankan tugas profesional, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu pelayanan
kepada pasien (Kusnanto, 2000).

Perlindungan hukum bagi perawat menjadi aspek penting yang harus dibahas secara
mendalam. Perlindungan tersebut mencakup dua dimensi utama: perlindungan preventif dan
petlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemberian kejelasan hukum,
pembinaan kompetensi, dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur praktik
keperawatan (Djamali, 2003). Sedangkan perlindungan represif muncul ketika perawat
menghadapi tuntutan hukum dan memerlukan pendampingan atau pembelaan. Namun dalam
kenyataan, sistem perlindungan ini sering kali belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi
antara organisasi profesi, rumah sakit, dan lembaga hukum (Priharjo, 2005).
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Tanggung jawab hukum perawat juga tidak dapat dipisahkan dari etika profesi yang
menjadi landasan moral dalam setiap tindakan keperawatan. Etika keperawatan bukan sekadar
aturan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum jika pelanggaran dilakukan dalam lingkup
profesional. Oleh karena itu, setiap tindakan keperawatan harus dilandaskan pada prinsip kehati-
hatian, penghormatan terhadap otonomi pasien, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Di
sinilah pentingnya sinergi antara hukum, etik, dan manajemen keperawatan agar seluruh praktik
berjalan dalam koridor yang aman dan bermartabat. Selain itu, hubungan hukum antara perawat
dengan institusi pelayanan kesehatan juga perlu diperjelas (Mills, 2020). Dalam konteks rumah
sakit, perawat terikat dalam hubungan kerja yang menimbulkan tanggung jawab hukum, baik
secara individu maupun kelembagaan. Ketika terjadi kejadian tidak diinginkan (adverse event),
sering kali muncul perdebatan terkait siapa yang bertanggung jawab secara hukum—apakah
perawat, dokter, atau pihak manajemen rumah sakit (Numminen & Leino-Kilpi, 2019).
Penelitian ini penting untuk mengurai mekanisme tanggung jawab bersama dalam sistem
pelayanan kesehatan, termasuk bagaimana bentuk perlindungan hukum dapat diberikan secara
proporsional kepada semua pihak.

Faktor lain yang memperkuat urgensi penelitian ini ialah meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat dan kemudahan akses terhadap proses hukum. Pasien dan keluarga kini lebih
memahami hak mereka untuk menuntut jika terjadi dugaan kesalahan medis. Tanpa fondasi
hukum yang kokoh, perawat dapat menjadi korban ketimpangan informasi dan kekuasaan dalam
proses hukum. Oleh sebab itu, sistem hukum keperawatan perlu diperkuat tidak hanya melalui
perangkat perundang-undangan, tetapi juga melalui pendidikan hukum, sosialisasi hak dan
kewajiban, serta pembentukan mekanisme pembelaan profesi yang efektif (M.-]. Johnstone,
2018).

Dalam aspek fungsional, perawat memikul tanggung jawab yang luas dalam penerapan
prinsip keselamatan pasien (patient safety). Kesalahan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan
dapat menimbulkan konsekuensi medis yang serius dan berimplikasi hukum. Namun,
pelaksanaan tugas perawat sering kali dipengaruhi faktor sistemik seperti beban kerja tinggi,
ketidaklengkapan fasilitas, atau konflik instruksi medis. Oleh sebab itu, pembahasan hukum
keperawatan tidak hanya bertumpu pada individu perawat, tetapi juga harus mencakup tanggung
jawab kelembagaan. Pendekatan hukum yang terlalu represif justru dapat memperburuk kualitas
pelayanan jika tidak diimbangi perlindungan hukum yang adil.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif
dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yaitu menelaah norma hukum positif yang
mengatur profesi keperawatan serta konsep-konsep teoritis mengenai tanggung jawab dan
petlindungan hukum tenaga kesehatan. Penelitian dilakukan melalui penelusuran bahan hukum
primer berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksana, serta ketentuan hukum terkait
seperti Peraturan Menteri Kesehatan, kode etik keperawatan, dan standar operasional prosedur
praktik keperawatan (Torraco, 2020). Sebagai pelengkap, digunakan bahan hukum sekunder
seperti literatur ilmiah, jurnal hukum kesehatan, hasil penelitian terdahulu, buku teks
keperawatan hukum, dan pandangan pakar untuk mengkaji implementasi norma dalam praktik
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pelayanan kesehatan. Kajian pustaka dalam penelitian ini berperan penting untuk memetakan
perkembangan konsep hukum keperawatan, membandingkan penerapan hukum di beberapa
negara, serta mengidentifikasi celah hukum (legal gap) antara ketentuan normatif dan praktik di
lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, yaitu
menafsirkan pasal-pasal dan prinsip hukum untuk menghasilkan argumentasi yang logis dan
sistematis tentang kedudukan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi perawat di
Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan
Definisi dan Batasan Tugas, Tanggung Jawab, serta Hak Hukum Perawat

Definisi dan batasan tugas, tanggung jawab, serta hak hukum perawat berkaitan erat
dengan kedudukan perawat sebagai tenaga profesional yang memberikan asuhan keperawatan
kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam kondisi sehat maupun sakit
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Yulianita, 2011).
Dalam sistem hukum Indonesia, keperawatan dipahami sebagai bagian dari hukum kesehatan
yang mengatur hubungan hukum antara perawat, pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, dan
negara, dengan tujuan menjamin mutu pelayanan serta memberikan perlindungan hukum bagi
perawat dan klien. Dengan demikian, setiap tindakan perawat tidak hanya dinilai dari aspek etik
dan profesional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat berupa tanggung jawab
perdata, pidana, maupun administratif apabila menimbulkan kerugian bagi pasien (Varkey &
Norman, 2019).

Secara normatif, tugas perawat dirumuskan sebagai serangkaian aktivitas profesional
untuk menyelenggarakan praktik keperawatan dalam bentuk pemberian asuhan keperawatan
yang komprehensif, pendidikan kesehatan, manajemen pelayanan, penelitian, dan pelaksanaan
tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam batas kompetensi tertentu (Kusumaatmadja,
2002). Undang-undang keperawatan mengatur bahwa dalam praktiknya perawat bertugas
sebagai pemberi asuhan, penyuluh dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti,
serta pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, misalnya di daerah yang tidak
tersedia tenaga medis. Tugas ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kerja perawat bukan hanya
teknis klinis, tetapi juga edukatif, manajerial, dan akademik sehingga memerlukan standar
kompetensi dan regulasi yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan (Gartinah,
2002).

Dalam konteks kewenangan praktik, batas tugas perawat dijelaskan lebih rinci melalui
pengaturan mengenai praktik keperawatan yang mencakup pengkajian, penetapan diagnosis
keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan keperawatan. Perawat juga
berwenang melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai
kompetensi, melakukan penyuluhan kesehatan, konseling, serta penatalaksanaan pemberian
obat sesuai resep tenaga medis atau obat bebas tertentu (Praptianingsih, 2006). Di bidang
kesehatan masyarakat, perawat memiliki tugas tambahan berupa pemberdayaan masyarakat,
advokasi, dan pengelolaan kasus sehingga kedudukannya menjadi strategis dalam pencapaian
tujuan pelayanan kesehatan nasional.

Tanggung jawab hukum perawat muncul sebagai konsekuensi dari kedudukan dan
kewenangan profesional yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Tanggung jawab
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tersebut setidaknya meliputi tiga dimensi, yaitu tanggung jawab perdata (liabilitas atas kerugian
pasien), tanggung jawab pidana (jika terjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana,
misalnya kelalaian berat), serta tanggung jawab administratif (pelanggaran terhadap perizinan,
standar profesi, atau peraturan internal fasilitas kesehatan). Perawat dituntut untuk
melaksanakan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional,
dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas profesional dan perlindungan
terhadap keselamatan pasien (Spector & Blegen, 2019).

Secara yuridis, tanggung jawab perdata perawat biasanya dikaitkan dengan wanprestasi
atau perbuatan melawan hukum jika tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi
pasien, misalnya karena tidak mengikuti standar tindakan atau melakukan tindakan di luar
kompetensi. Dalam konteks ini, dokumentasi keperawatan yang lengkap dan akurat menjadi alat
bukti penting untuk menilai apakah perawat telah melaksanakan tugas sesuai standar atau tidak
(Maramis, 2012). Di sisi lain, tanggung jawab pidana dapat timbul ketika kelalaian perawat
memenuhi unsur kelalaian yang sangat serius hingga menyebabkan luka berat atau kematian,
walaupun penilaiannya tetap mempertimbangkan kondisi kerja, kompetensi, serta sistem
pelayanan di institusi (Santoso & Mustai, 2021).

Tanggung jawab administratif perawat berkaitan dengan kepatuhan terhadap
persyaratan registrasi, izin praktik, dan ketentuan organisasi profesi. Perawat wajib memiliki
registrasi dan surat izin praktik (SIP) yang sah, mematuhi kode etik keperawatan, serta mengikuti
ketentuan internal fasilitas kesehatan mengenai organisasi kerja dan alur pelayanan. Pelanggaran
terhadap kewajiban administratif dapat berujung pada sanksi seperti teguran, pembekuan izin,
hingga pencabutan hak praktik tergantung pada tingkat pelanggaran dan mekanisme penegakan
disiplin yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Hanifah & Amir, 2009).

Di samping tanggung jawab, hak hukum perawat diakui secara eksplisit dalam berbagai
regulasi sebagai bentuk jaminan agar perawat dapat menjalankan tugas profesionalnya secara
aman dan bermartabat. Hak-hak tersebut antara lain mencakup hak atas perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas sesuai standar, hak memperoleh informasi yang benar dan lengkap
dari pasien atau keluarganya, hak atas imbalan jasa yang layak, serta hak untuk mengembangkan
diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pengakuan hak ini menegaskan bahwa
perawat bukan hanya subjek kewajiban, tetapi juga pemegang hak yang harus dihormati oleh
pasien, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan negara (Hemberg & Bergdahl, 2019).

Hak atas perlindungan hukum bagi perawat dimaksudkan untuk melindungi mereka dari
tuntutan yang tidak proporsional ketika telah bekerja sesuai standar profesi dan prosedur yang
berlaku. Perlindungan ini dapat berupa bantuan hukum, pendampingan oleh organisasi profesi,
serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil ketika terjadi klaim malpraktik atau sengketa
pelayanan (Grady, 2020). Di beberapa ketentuan, pemerintah juga mengatur bahwa perawat
yang bertugas di daerah dengan keterbatasan tenaga medis diberi kewenangan tambahan dengan
tetap mendapatkan jaminan perlindungan sepanjang tindakan dilakukan sesuai kompetensi dan
untuk kepentingan keselamatan pasien.

Dalam hubungan kerja, perawat berhak atas lingkungan kerja yang aman, sarana dan
prasarana yang memadai, serta beban kerja yang proporsional agar dapat melaksanakan tugas
tanpa tekanan yang berlebihan. Kekurangan sarana, beban kerja berlebih, dan kebijakan
manajerial yang tidak mendukung dapat memperbesar risiko terjadinya kesalahan dan sengketa
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hukum, sehingga menjadi tanggung jawab institusi untuk menyediakan sistem yang aman bagi
perawat dan pasien (Lamintang, 2001). Oleh karena itu, hak perawat atas kondisi kerja yang
layak juga merupakan bagian dari perlindungan hukum struktural dalam sistem pelayanan
kesehatan.

Definisi dan batasan hak hukum perawat juga berkaitan dengan hak untuk menolak
permintaan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan hukum, etika, atau standar profesi.
Perawat diberi kewenangan untuk tidak melaksanakan tindakan yang melampaui kompetensi
atau tidak sesuai prosedur, sekaligus berkewajiban memberikan penjelasan dan menawarkan
alternatif yang aman dan sesuai. Ketentuan ini penting untuk mencegah perawat dipaksa
melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum berat di kemudian
hari (Faisal Rahman, 2024).

Batasan tugas dan tanggung jawab perawat juga diatur melalui mekanisme pelimpahan
wewenang medis, yaitu delegatif dan mandat, yang secara hukum membedakan siapa yang
memegang tanggung jawab utama atas tindakan tertentu. Dalam pelimpahan delegatif, perawat
menerima pelimpahan kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan tindakan medis
tertentu sesuai kompetensi; sedangkan dalam mandat, perawat bertindak di bawah pengawasan
tenaga medis dan tanggung jawab utama tetap berada pada pemberi mandat. Pemahaman yang
tepat atas konsep ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan pihak yang
bertanggung jawab ketika timbul permasalahan hukum (Rina Arum Prastyanti, 2023).

Di sisi lain, pengaturan mengenai tugas dan hak perawat dalam keadaan keterbatasan
tertentu menunjukkan fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan realitas sistem
kesehatan, khususnya di daerah yang kekurangan tenaga medis. Dalam kondisi demikian,
perawat diperbolehkan melakukan tindakan pengobatan dasar dan pelayanan kefarmasian
terbatas dengan syarat tetap mengutamakan keselamatan pasien dan merujuk sesuai sistem
rujukan yang berlaku. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum keperawatan di Indonesia
berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dan pengakuan atas peran
strategis perawat dalam menjamin akses pelayanan Kesehatan (Petermann, 2019).

Secara keseluruhan, definisi dan batasan tugas, tanggung jawab, dan hak hukum perawat
membentuk kerangka hukum yang menjadi landasan praktik keperawatan profesional di
Indonesia. Kerangka ini berfungsi melindungi pasien melalui penetapan standar dan tanggung
jawab yang jelas, sekaligus melindungi perawat agar tidak dijadikan pihak yang selalu disalahkan
ketika terjadi masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan. Penguatan pemahaman dan
implementasi terhadap pengaturan ini merupakan kunci untuk mewujudkan praktik
keperawatan yang aman secara hukum, etis, dan profesional.

Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Perawat

Mekanisme dan implementasi perlindungan hukum bagi perawat dibangun melalui
kombinasi instrumen perundang-undangan, kebijakan internal fasilitas pelayanan kesehatan,
serta peran organisasi profesi untuk memastikan perawat dapat bekerja secara aman dan
terlindungi selama menjalankan tugas sesuai standar (Petermann, 2019). Dalam kerangka hukum
nasional, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, ditegaskan dalam
undang-undang sektor kesehatan dan keperawatan yang memuat hak atas perlindungan
sepanjang tugas dilaksanakan sesuai standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur
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operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan
hukum tidak bersifat absolut, tetapi bersyarat pada kepatuhan perawat terhadap norma dan
standar yang telah ditetapkan (A. Scanlon, 2016).

Secara konseptual, mekanisme perlindungan hukum bagi perawat dapat dibedakan
menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diarahkan
untuk mencegah timbulnya sengketa atau tuntutan hukum melalui pengaturan kewenangan yang
jelas, pembinaan kompetensi, pengawasan, serta penyediaan sistem kerja yang aman. Sementara
itu, perlindungan represif berfungsi ketika sengketa sudah terjadi, sehingga perawat
mendapatkan pendampingan dan prosedur penyelesaian yang adil, baik melalui mekanisme
disiplin profesi, mediasi, maupun proses peradilan (Cronenwett, 2007).

Pada level regulasi, undang-undang keperawatan memuat ketentuan bahwa perawat
berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik sesuai standar profesi dan
standar pelayanan yang berlaku. Dalam ketentuan hak perawat diatur pula hak atas jaminan
perlindungan terhadap risiko kerja, penghargaan atas prestasi, serta dukungan dalam
pengembangan kompetensi yang secara tidak langsung berfungsi melindungi perawat dari
dampak negatif praktik yang tidak profesional. Regulasi terbaru di bidang kesehatan juga
memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan untuk menjaga keseimbangan antara
perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap tenaga Kesehatan (M. J. Johnstone, 2023).

Fasilitas pelayanan kesehatan memegang peran sentral dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum melalui penyusunan dan penerapan standar prosedur operasional (SPO),
sistem manajemen risiko, serta pola kerja yang wajar bagi perawat. Rumah sakit dan fasilitas
kesehatan berkewajiban menyediakan sarana prasarana, fasilitas ketja, dan beban ketja yang
proporsional sehingga perawat dapat melaksanakan tugas sesuai standar tanpa terdorong
melakukan tindakan di luar kewenangan atau melanggar prosedur (Sari, 2023). Dalam berbagai
analisis hukum kesehatan, tanggung jawab rumah sakit terhadap kerugian akibat tindakan tenaga
kesehatan menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga
struktural melalui pertanggungjawaban institusional.

Dalam praktik pelimpahan wewenang medis kepada perawat, perlindungan hukum
diatur melalui pembedaan mekanisme mandat dan delegasi, termasuk keharusan
mendokumentasikan pelimpahan dalam bentuk tertulis. Penelitian mengenai pelimpahan
wewenang menunjukkan bahwa perawat yang menerima delegasi atau mandat perlu menjaga
komunikasi intensif dengan dokter pemberi wewenang dan berpegang pada dokumen
pelimpahan sebagai dasar legal Tindakan (Rina Puspita Sari, 2022). Dokumen tertulis ini penting
sebagai bukti bahwa tindakan dilakukan dalam kerangka kewenangan yang sah dan mengurangi
risiko perawat menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi
sengketa.

Organisasi profesi keperawatan berperan sebagai pelaksana mekanisme perlindungan
profesional, antara lain melalui penetapan kode etik, penyusunan standar praktik, advokasi, dan
pendampingan bagi anggota yang menghadapi persoalan hukum. Dalam beberapa studi,
petlindungan profesional ini mencakup bantuan konsultasi hukum, mediasi dengan pihak
rumah sakit dan pasien, serta keterlibatan dalam proses klarifikasi fakta ketika terjadi tuduhan
malpraktik. Organisasi profesi juga menjadi pihak yang berwenang memberi rekomendasi
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terthadap penjatuhan sanksi disiplin profesi, sehingga proses penegakan disiplin tetap
memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Hikmahanto Juwana, 2022).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat di tingkat fasilitas pelayanan
kesehatan umumnya dimulai dari pembentukan tim investigasi internal yang bertugas
menelusuri kronologi, menilai kepatuhan terhadap SOP, dan memetakan faktor individu
maupun sistemik. Hasil investigasi kemudian dibahas dalam rapat untuk menentukan bentuk
penyelesaian, yang dapat berupa mediasi antara rumah sakit, pasien, dan perawat, perbaikan
prosedur, atau pelaporan lebih lanjut ke lembaga yang berwenang. Pendekatan ini memberi
ruang bagi penyelesaian non-litigasi yang lebih cepat dan proporsional, sekaligus
mendokumentasikan upaya manajerial sebagai bagian dari perlindungan institusional bagi
perawat (Ni Putu Ayu, 2022).

Jika sengketa berkembang ke ranah hukum perdata atau pidana, perlindungan hukum
bagi perawat diwujudkan melalui hak untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum,
termasuk dari kuasa hukum yang disediakan oleh rumah sakit atau organisasi profesi (Aiken,
2014). Dalam konteks malpraktik, analisis hukum menekankan pentingnya pembedaan antara
risiko medis yang tidak dapat dihindari dengan kelalaian yang benar-benar melanggar standar
profesi, sehingga perawat tidak otomatis dijadikan pihak yang bersalah setiap kali terjadi hasil
yang tidak diharapkan. Penilaian profesional oleh lembaga atau majelis disiplin menjadi salah
satu filter penting sebelum perkara diproses lebih jauh di pengadilan (Tuti Kurniawati, 2023).

Perlindungan hukum administratif bagi perawat terutama diwujudkan melalui
mekanisme pembinaan dan sanksi yang berjenjang, mulai dari teguran, pembinaan, pembekuan,
hingga pencabutan registrasi atau izin praktik. Kajian hukum administrasi menunjukkan bahwa
undang-undang kesehatan terbaru mengatur secara lebih komprehensif proses pembinaan dan
pengawasan dengan melibatkan dinas kesehatan, konsil keperawatan, dan kementerian terkait.
Dengan mekanisme ini, pelanggaran ringan hingga sedang lebih banyak diselesaikan dalam
kerangka pembinaan administratif sehingga perawat tetap terlindungi dari kriminalisasi
berlebihan atas kesalahan yang bersifat non-intentional (Griffin, 2020).

Dari perspektif preventif, pendidikan hukum dan peningkatan literasi yuridis di kalangan
perawat menjadi bagian penting dari mekanisme perlindungan. Berbagai penelitian menekankan
perlunya pelatihan berkala mengenai hak dan kewajiban hukum, cara dokumentasi yang benar,
pengelolaan pelimpahan wewenang, serta prosedur menghadapi pengaduan pasien. Dengan
pemahaman yang baik, perawat dapat bertindak lebih hati-hati, berani menolak perintah yang
tidak sesuai hukum, dan lebih siap menghadapi proses Kklarifikasi jika muncul dugaan
pelanggaran (Siti Nurjanah, 2022).

Implementasi perlindungan hukum juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan
komitmen manajemen dalam melindungi tenaga kesehatan. Di institusi yang memiliki sistem
pelaporan insiden yang non-punitive, perawat cenderung lebih terbuka melaporkan kejadian
tidak diinginkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem tanpa selalu berujung pada sanksi
individual. Sebaliknya, bila budaya organisasi cenderung menyalahkan individu, perlindungan
hukum menjadi lemah karena perawat sering kali dijadikan pihak pertama yang dikorbankan
ketika terjadi sengketa dengan pasien (Ahmad Yani, 2023).

Dalam konteks pelimpahan kewenangan berdasarkan undang-undang kesehatan
terbaru, perlindungan hukum terhadap perawat diimplementasikan melalui prosedur
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pelimpahan yang jelas, sistem pengaduan, jaminan sosial, dan penerapan etika profesi. Penelitian
empiris di rumah sakit menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dilaksanakan secara
mandat dan/atau delegasi dengan dukungan dokumentasi dan supervisi sehingga posisi hukum
perawat lebih terlindungi ketika melaksanakan tugas yang sifatnya lintas profesi (Saldi Isra,
2022). Di sisi lain, prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur mulai dari investigasi
internal, mediasi, hingga rujukan ke mekanisme eksternal membantu memastikan bahwa hak
perawat tetap dijamin dalam setiap tahapan proses.

Secara keseluruhan, mekanisme dan implementasi perlindungan hukum bagi perawat
membentuk suatu sistem yang saling terkait antara regulasi, pembinaan profesi, manajemen
fasilitas kesehatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem ini bertujuan menjaga
keseimbangan antara kewajiban perawat untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu
dengan hak mereka untuk memperoleh perlindungan ketika telah bekerja sesuai standar
(Benner, 2001). Penguatan implementasi pada tataran praktik—melalui penyempurnaan
prosedur, peningkatan literasi hukum, dan budaya organisasi yang adil—merupakan kunci agar
perlindungan hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar dirasakan dalam
kehidupan profesional perawat sehari-hari.

Kesimpulan

Hukum keperawatan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan regulasi terkait, telah berhasil mendefinisikan tugas,
tanggung jawab, dan hak hukum perawat secara komprehensif dalam sistem pelayanan
kesehatan. Tugas perawat mencakup asuhan keperawatan, penyuluhan, manajemen pelayanan,
dan pelimpahan wewenang terbatas, sementara tanggung jawab hukumnya meliputi dimensi
perdata, pidana, dan administratif yang dibatasi oleh standar profesi serta prosedur operasional.
Hak perawat atas perlindungan hukum, imbalan layak, dan pengembangan kompetensi
menegaskan posisi mereka sebagai profesional yang dilindungi negara, fasilitas kesehatan, dan
organisasi profesi, sehingga menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas profesional dan
jaminan keadilan.

Meskipun kerangka hukum telah mapan, implementasi perlindungan hukum bagi
perawat masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan pelimpahan wewenang, beban kerja
berlebih, serta kurangnya literasi yuridis di lapangan. Mekanisme preventif melalui SOP,
pembinaan kompetensi, dan dokumentasi perlu diperkuat, disertai perlindungan represif berupa
pendampingan hukum dan mediasi internal untuk mencegah kriminalisasi berlebihan atas
kesalahan sistemik. Organisasi profesi seperti PPNI berperan krusial dalam advokasi, sementara
fasilitas kesehatan bertanggung jawab menyediakan lingkungan kerja aman guna meminimalkan
risiko malpraktik dan sengketa.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui peraturan turunan yang
lebih operasional, pelatihan hukum berkala bagi perawat, serta pembentukan mekanisme
investigasi non-punitif di rumah sakit untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.
Dengan demikian, hukum keperawatan tidak hanya mendefinisikan batas profesional perawat,
tetapi juga melindungi mercka agar dapat berkontribusi optimal dalam sistem pelayanan
kesehatan nasional yang berkeadilan dan bermutu tinggi.
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